
 
 

BUPATI PASURUAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 14 TAHUN 2021 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS BERUPA TUNJANGAN RISIKO 
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA  

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

Menimbang : a. 
 
 
 
 
 
 
 
b. 

bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 
Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Surat Komisi 
Pemberantasan Korupsi Nomor : B/5903/KSP.00/10-
16/07/2019 tentang Penetapan Penanggungjawab Aksi 
Stranas PK dan Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi 
KPK Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Pada Pemerintah 
Daerah mengamanatkan bahwa Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa bisa diberikan tunjangan khusus;  
bahwa untuk lebih mengoptimalkan Penyelenggaraan 
Pengadaan Barang/Jasa melalui Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, 
sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan 
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa, personel yang bertugas di UKPBJ berhak 
menerima tunjangan dan honorarium; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Khusus 
Berupa Tunjangan Risiko pada Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. 

Mengingat : 1. 
 
2. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur  (Berita 
Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang‐Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

  4. 
 
 
5. 
 
 
 
6. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  8. 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana  telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6322); 

  10. 
 
 
11. 

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi 
Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana  
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telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 
2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa 
di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1543); 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015  
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

  14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan 
Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 767); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 278) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2020 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2020 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 329); 

  16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 46 Tahun 2020 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pasuruan (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 
2020 Nomor 46). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN 
TUNJANGAN KHUSUS BERUPA TUNJANGAN RISIKO 
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Pasuruan. 

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pasuruan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan. 

5. 

6. 

 

 
7. 

 

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 

8. Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia. 

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan. 

11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan. 

12. Bagian Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Bagian Pengadaan 
adalah Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat 
Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi 
kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. 

14. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pasuruan selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa dan 
bertindak sebagai Agen Pengadaan. 

15. Agen Pengadaan Kabupaten Pasuruan adalah UKPBJ yang melaksanakan 
sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi 
kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai 
pemberi pekerjaan. 

16. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah 
sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk 
mengelola pemilihan Penyedia Barang/Jasa. 

17. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya 
disebut Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah Aparatur Sipil Negara 
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
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18. 
 
 
19. 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
21. 
 
 
 
22 
 
 
 

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
bekerja pada instansi pemerintah. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan 
pemerintahan. 
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat 
PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang 
diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam 
rangka melaksanakan tugas pemerintahan. 
Tunjangan Khusus Berupa Tunjangan Risiko yang selanjutnya disebut 
Tunjangan Resiko adalah Tunjangan yang diberikan kepada pegawai ASN di 
Lingkungan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten 
Pasuruan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 
Maksud pemberian Tunjangan Risiko yaitu untuk memberikan penghargaan 
kepada pegawai ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah 
Kabupaten Pasuruan atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang optimal dalam 
pengadaan barang/jasa. 
 

Pasal 3 
 

Tujuan pemberian Tunjangan Risiko untuk meningkatkan kinerja, semangat dan 
motivasi kerja serta meningkatkan independensi transparansi dan akuntabilitas 
proses pengadaan barang dan jasa pegawai ASN Bagian Pengadaan Barang/Jasa 
Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan. 
   
  

BAB III 
TUNJANGAN RISIKO 

 
Pasal 4 

 
(1) 
 

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Risiko kepada pegawai ASN 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan 
berdasarkan pertimbangan tugas dan tanggungjawab yang memiliki risiko 
tinggi dari penyelenggaraan pengadaan barang/jasa.  
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(2) 

       
 
(3) 

Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai 
penghargaan dan motivasi serta meningkatkan independensi transparansi 
dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa. 

Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan 
setiap bulan. 

 
Pasal 5 

 
Besaran Tunjangan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 
BAB III 

PEGAWAI ASN YANG MENDAPAT TUNJANGAN RISIKO 
 

Pasal 6 
 

Pegawai ASN yang mendapat Tunjangan Risiko adalah pegawai ASN pada Bagian 
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagai 
berikut: 
a. Kepala Bagian; 
b. Kepala Sub Bagian; 
c. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;  
d. Pegawai ASN yang memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan 

Barang/Jasa;  
e. Pegawai ASN yang memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang 

Pengadaan Barang/Jasa; dan 
f. Pegawai ASN lainnya. 
 

BAB IV 
PEMBEBANAN ANGGARAN 

 
Pasal 7 

 
Tunjangan Risiko yang diberikan kepada pegawai Bagian Pengadaan 
Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Pasuruan. 
 

BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 8 

 
Peraturan Bupati ini mulai efektif dilaksanakan pada 1 Januari 2021. 
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BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 9 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannnya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan. 
  

  
TELAH DITELITI 

Pejabat Tanggal Paraf 
Sekretaris Daerah   
Asisten PKR   
Kabag. Administrasi 
Pembangunan 

  

Kabag. Hukum   
Kabag. PBJ   

 

Ditetapkan di Pasuruan 
pada tanggal 8 Maret 2021 
BUPATI PASURUAN, 

 
         Ttd. 
 
M. IRSYAD YUSUF 

Diundangkan di Pasuruan   
pada tanggal 8 Maret 2021                        
SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN PASURUAN,   
 
          Ttd. 
 

  

ANANG SAIFUL WIJAYA    
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 14 


